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Eknomi dan Manajemen
No.1 , Januari 2005

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOS SOSIAL KABUPATEN PONOROGO
AKAS YEKTI PULIHASIH
ADDIN ANDANAWARIH

PENDAHUL

Lahimya otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 fentang
Pemerintahan Daersh telah membawa dampak yang besar terhadap sistem pemerintahan daerah. Sejak
pelaksanaan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, kewenangan daerah dalam mengatur dan
mengurus rumah tangganya menjadi sangat luas. Pembagian kewenangan diibaratkan seperti “piramida
normat”, yaitu kewenangan Kabupaten / Kota adalah sangat besar, kewenangan Propinsi cukup besar dan
kewenangan Pemerintah adalah kecil. 9

un dalam perjalanannya, Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggara# olonomi
daerah, sehingga perlu diganti. Sebagai pengganti Undang - Undang tersebut, pada tanggal 15 Oktober
2004 telah ditetapkan Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selain juga pelaksanaan otonomi daersh diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peninfiatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat
serta peningkatan daya saing daerah. Penjelasan umum Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pembentukan daerah pada dasamya dimaksudkan
untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kantor Sosial merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 104 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Sosial Kabupaten Ponorogo. Adapun tugas, fungsi dan kewenangan Kantor Sosial
Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial ;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah di bidang sosial ;

¢. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan umum di bidang sosial ;

d. Pelaksanaan tata usaha Kantor, .

Berdasarkan hasil evaluasi / peniaian indeks kepuasan masyarakat, Kantor Sosial memperoleh
nilai 62,25. hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang telah diberikan oleh instansi Kantor Sosoial
kepada masyarakat mempunyai mutu C yang berarti kurang baik. Selain itu, berdasarkan hasil penilaian
TP3 (Tahun Peningkatan Pelayanan Pubiik) Kabupaten Ponorogo Tahun 2004, Kantor Sosial memperoleh
nilai 60,78, yang berarti bahwa pelayanan publik yang diberikan dinilai kurang baik. Untuk itu diperlukan
adanya strategi untuk meningkatkan pelayanan publik pada Kantor Sosial Kabupaten Ponorogo.

TINJAUAN PUSTAKA
Landasan Teori
Konsep Pelayanan Publik
Secara sederhana kata pelayanan akibat adanya pelayan yang melayani. Kegiatan yang dilakukan
pelayan tersebut dinamakan pelayanan. Dengan demikian ada dua (2) istilah yang saling terkatt, yaitu
pelayanan dan melayani. Pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan
melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperiukan seseorang (Kamus Besar
Bahasa Indonesi 5). Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu usaha
untuk membantu Menyiapkan/mengurus apa yang diperlukan orang lain.
Gronroos (1990 ; 6) memberikan definisi pelayanan adalah sebagai suatu aktivitas atau
gzngkaian aklivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat
anya i i antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan
pemberi %an yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.
m:::rkan pendapat Gronroos ini, maka dapat diketahui ciri pokok dari pelayanan adalah serangkaian
ivites dari interaksi yang melibatkan karyawan atau peralatan yang disediakan oleh suatu
instansilembaga pergrienggara pelayanan dalam menyelesaikan masalah yang menerima pelayanan.
Sedangkan, asarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomo 63 / KEP / M.PAN / 7 | 2003, yang kemudian
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